
 

 

  

 

      GGUUBBEERRNNUURR  BBAALLII  
 

PERATURAN GUBERNUR BALI 
 

NOMOR 31 TAHUN 2009 
      

TENTANG 
 

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PERINGATAN DINI TSUNAMI  
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR BALI, 
 

 
Menimbang : a. bahwa Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 

Masyarakat sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah 
Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali; 
 

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas UPT Pusat 
Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencanan yang  
memiliki tugas Peringatan Dini Tsunami perlu menetapkan  
Peraturan Gubernur Bali tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem 
Peringatan Dini Tsunami;  

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Peringatan 
Dini; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa 
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia         
Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1649); 

 
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4389); 

 
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004     
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4844); 

 



 
 
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4723); 

 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4737); 

 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor  4828); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang  

Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 4829; 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang 

Peranserta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non 
Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 4830; 

 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah;  

 
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali 
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali   Nomor 2); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN 
PELAKSANAAN SISTEM PERINGATAN DINI TSUNAMI.  
 

BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Bagian Kesatu 
 

Pengertian 
 

Pasal  1 
 
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Bali. 



 
 
 
 
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali. 
3. Gubernur adalah Gubernur Bali. 
4. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian 

peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang 
kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh 
lembaga yang berwenang. 

 
Bagian Kedua 

 
Maksud dan Tujuan 

 
Pasal 2 

 
(1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk 

menjelaskan wewenang, peran dan tanggungjawab dan 
Peraturan Tetap (PROTAP) dalam Sistem Peringatan Dini 
Tsunami Provinsi Bali. 
 

(2) Tujuan Penetapan Peraturan Gubernur ini adalah untuk 
membentuk Sistem Peringatan Dini Tsunami yang effektif serta 
mengurangi risiko masyarakat terhadap ancaman tsunami. 

 
BAB II 

 
SISTEMATIKA 

 
Pasal 2 

 
(1) Sistematika Pedoman Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini 

Tsunami meliputi: 
 

a. BAB I Pendahuluan; 
 

b. BAB II Tanggung Jawab dan Wewenang 
Pemerintah Provinsi Bali Dalam Peringatan 
Dini Tsunami; 
 

c. BAB III Sistem Peringatan Dini Tsunami; 
 

d. BAB IV Anggaran; 
 

e. BAB V Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan; 
dan 
 

f. BAB VI Penutup. 
 
 

(2) Sistematika Pedoman  sebagaimana dimaksud pada ayat 1 
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan  Gubernur ini.    

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

BAB III 
 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 4 
 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Provinsi Bali. 
 

 
 

Ditetapkan di Denpasar 
pada tanggal 27 Agustus 2009 

 
GUBERNUR BALI, 

 
 
 
 

MADE MANGKU PASTIKA 
 

 

Diundangkan di Denpasar 
pada tanggal 27Agustus 2009 
 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, 
 
 
 
 

I NYOMAN YASA 
 

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2009 NOMOR 31 


